
BABI 

PENDAIIULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

L nh i rnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 

Daerah. yang rnerupakan pengganti dari Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 dapat 

dikatakan relatif cepat perubahannya, karcna secara efektif implernentasi dari 

Unddang-Undang No. 22 Tahun 1999 baru bc1jalan mulai awal tahun 200 I di 

seluruh Pemerintah Kabupaten dan pemcrintah kota scrta pemcrintah propinsi. 

La tar belakang mengapa Undang-lJndang No. 22 Tahun 1999 yang rclati r 

b<1ru. dirubah menjadi Undang- Undang No. 32 Tahun 1004 dapat dijelaskan 

schagai berikut : 

I. Undang-Undang Dasar Negara R�publik Jndonesia tahun 1945 telah 

diarnandemen, terutarna 14 (empat bclas) pasal yang terkait langsung dengan 

sistem penyelenggaraan pernerintahan dacr,1h. 

' Ketetapan MPR yang secara langsung mcngamanatkan pcrubahan undang-

unclang pemerintahan daerah yaitu kctctapan fY1 Pl� No. IV /fVl PR/2000 ten tang 

rekomendasi kebijakan dalam pcnyclc11ggaraan oto11omi clacrah. 

3. Penyerasian clan penyelarasan dcngrn1 unclang-LiiKbng lainnya . 

4. Hasi l evaluasi pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, mendapatkan 

permasalahan baik pada tat.arnn konscp. instrument dan implementasi sehingga 
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tidak dapat rnengarah kcpada pcnc1p : 1i: rn tuju<111 disclcnggarakannya otonomi 

dacrah. 

5. Pengaruh lingkungan strategis yaitu globalis:'.si ckonomi dan perdagangan 

cenderung rnenuntut etisiensi dan daya saing n1asyarakat, bangsa dan ncgara 

yang 'lebih tinggi, rnem erluk,;._m arnhan normatit' yang jelas pada tingkatan 

undang-undang. 

Unclang-Unclang No. 22 Tahun I 99'J y:rng c!ig<111ti clengan Unclang-Unclang 

\',). _\2 T�1hun 2004 secar�1 norm;llil. di cl;li<111111y;1 1rn:ng:1tur kelur;1han/clesa se.bagai 

unit organ isasi pen1erintahan terenclah yang pacla LJndang-Und8ng sebelu111nya 

clitltur sc11cli1·i clcngan lJmlu11g-lJnd:mg Nll. :i T:1hu11 1979 y;mg bercorak 

Sl'ntralistik, namun pergescran pcrubah<111 yang rnc11unjol pada Umiang-Undang 

No. 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yaitu filosofi 

yang digunakan adalah keanekaragaman dalam kesatuan sebagai kontra konsep 

dari filosofi keseragaman yang digunakan dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 

1979. di samping itu upaya simplikasi pengaturan mengenai dcsa dan kelurahan 

karcna sebelumnya diatur dalam undang-undang tersendiri. Oleh sebab itu agar 

tidal-; menyebabkan adanya desa/ke lu rnhan yang ticlak terbina (out or control) perlu 

clibuat program umum pengaturan clcsa/kclurahan rnelalui peraturan clacrah 

masing -masing yang rnengacu pada peraturan pemcrintah scbagairnana 

cliamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. 
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